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K ehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus
diperhitungkan dalam konteks permasal ahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila
kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila
kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan
kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah sering
membuat beraneka kebijakan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah daerah sering melakukan kebijakan
akomodasi dan promosi, di pihak lain mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan pedagang
kakilima

Tesisini berusaha mengkaji beberapaisu penting berkaitan dengan kebijakan pembinaan pedagang kakilima
di Kota Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah tentang elemen-elemen kebijakan, sosialisasi dan
kemungkinan penyimpangannya dalam penanganan pedagang kakilima. Untuk melihat proses perumusan
dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. dipergunakan metode yang didasarkan pada kerangka
berpikir dari Bromley. Metode ini pada dasarnya untuk mengukur dan melihat kebijakan dari sisi policy
level, organizational level dan operational level.

Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan antara metode
kualitatif dan kuantitatif Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, peneliti
menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan untuk
mengetahui pola-polainteraksi yang ada pada pedagang kakilima digunakan metode kuantitatif dengan
menyebarkan kuesioner kepada 416 responden pedagang kakilimadi wilayah Pasar Minggu K otamadya
Jakarta Selatan dan Pasar Senen Kotamadya Jakarta Pusat.

Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Chi Square dengan uji signifikansi 95 %, sedangkan pengujian
pola-polainteraksi (data kualitatif) adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat
pendidikan, sikap pedagang kakilima dan pandangan pemerintah dengan efektifitas pel aksanaan kebijakan
pembinaan pedagang kakilima. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Release 6,0
menunjukkan ternyata memang terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan melalui pengujian
signifikansi dapat dikatakan hubungan tersebut berlaku juga di tingkat populasi.

Sebenarnya cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun dalam penelitian ini yang dianggap
penting adalah kebijakan mengenai permodalan, kemitraan usaha, manajemen usaha, retribusi dan perizinan.

Pada policy level kebijakan pemerintah di bidang usaha kaki lima adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD
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1945 yang diimplementasikan dengan ketetapan MPR No. 4 tahun 1978 tentang GBHN di tingkat organisasi
(Organizationa Level) kebijakan yang dikeluarkan melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah,
sedangkan pada operasional level Pemerintah DK Jakarta lebih banyak mengel uarkan kebijkan yang
sifatnya teknis dan belum mengeluarkan kebijakan secara khusus yang mengatur pembinaan dan
pengembangan pedagang kakilima.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel efektivitas

pel aksanaan kebijakan pembinaan sektor informal / PK 5 berupa kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi
Square sebesar 13,781 yang berarti Ho ditolak dan padatingkat populasi hubungan variabel ini juga berlaku,
pada hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DK Jakarta Nomor
5 tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh nilai sebesar 10,541 yang berarti Ho ditolak
(terdapat hubungan yang signifikan). Di samping itu jugaterlihat adanya hubungan antara variabel sikap
responden dengan variabel kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 44,130 yang berarti Ho
ditolak dan padatingkat populasi hubungan ini juga berlaku, sedangkan antara variabel sikap responden
dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun
1988 diperoleh Chi Square sebesar 6,957 yang berarti Ho diterima (tidak terdapat hubungan yang
signifikan).



